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ABSTRAK

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut pidana. Sanksi pidana
merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan
hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan. Jenis-
jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan<lima.pidana pokok dan tiga
pidana tambahan. Selain sanksi pidana yang terdapat da lam Pasal 10 KUHP,
terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana
percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu
sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan
dalam amar.putusan bahwa:pidana yang' dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan
dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka“sebaiknya digunakan istilah
pidana bersyarat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka
penulis menetapkan pertama Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Terhadap
Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis serta
Bagaimanakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana
Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, dapat dikelompokkan
kedalam penelitian observasional research/ Sosiologis Empiris yang dilakukan
dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat
dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang
dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang
permasalahan pokok penelitian:

Pelaksanaan Pengawasan: /Terhadap* Terpidana Bersyarat di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis bertujuan agar membuat siterpidana
menyesali perbuatannya sehingga dengan dijalankan pidana bersyarat dapat
menghilangkan efek negatif bagi siterpidana ketimbang dijalankannya pidana
penjara di lembaga pemasyarakatan. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan
Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis
secara yuridis berupa landasan penerapan pidana bersyarat telah dirumuskan
dalam KUHP, tetapi dalampraktek pengadilan kurang difungsikan. Terdapat
berbagai kendala dalam penerapan pidana bersyarat antara lain dalam sistem
pengawasan dan pembinaan, kendala dalam teknis dan administrasi maupun
kendala sarana dan prasarana.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pidana, Bersyarat.



ABSTRACT

Violation of criminal law is called criminal. Criminal sanctions are the
type of sanctions that are most widely used in imposing laws against someone
who is found guilty of committing an act. The types of crimes according to Article
10 of the Criminal Code are divided into five main crimes and three additional
crimes. In addition to, the criminal.sanctions contained in._Article 10 of the
Criminal Code, there is also another sentencing system, namely conditional
punishment/probation. Conditional punishment is not a type of crime, but rather a
system of Impoesing certain penalties_(prison, confinement, fines) where it is
stipulated in.the verdict that the sentence' impased does not need to be carried out
with the imposition of,certain conditions, then the“term conditional punishment
should be used.

Based on the background of the problem described above, the writer
determines first, how is the implementation of supervision of conditional convicts
in the Bengkalis District Attorney's jurisdiction and what are the obstacles in
carrying out supervision of conditional convicts in the Bengkalis District
Attorney's jurisdiction.

This writing, when viewed from the type of research, can be grouped into
observational research / Sociological Empirical research conducted by means of
surveys, namely research directly to the research location using data collection
tools in the form of interviews. Meanwhile, if viewed from its nature, this writing
is descriptive analytical, which means the research is intended to provide a
detailed, clear and systematic description of the main research problems.

Implementation of Supervision of Conditional Convicts in the Legal Area
of the Bengkalis District Court aims to! make the convicts regret their actions so
that by carrying out conditional punishments can eliminate negative effects for the
convicted criminals rather than carrying out imprisonment in correctional
institutions. Obstacles in the Implementation of Supervision of Conditional
Convicts in the Bengkalis District Court Juridically inthe form of the basis for the
application of conditional crimes have been formulated in the Criminal Code, but
in practice the courts are not functioning properly. There are various obstacles in
the application of conditional punishment, including in the supervision and
guidance system, technical and administrative obstacles as well as facilities and
infrastructure constraints.

Keywords : Implementation, Supervision, Criminal, Conditional.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Neg
tugas nega
sewenang-wena eba Alam penye re ahan, negara juga

dibatasi ole fentua ‘ ar ; engan kata lain

hubungan antar warga negara dengan negara dan menitik beratkan kepada

kepentingan umum atau kepentingan publik.’
Hukum pidana di Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasi dalam

sebuah kitab undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuannya di

! Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga, Refika Aditama,
Bandung, 2003, hal. 3
2 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1



Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari
pemerintahan penjajah Belanda. Di dalam KUHP, terdapat beberapa asas yang
sangat penting, salah satu dari asas yang penting tersebut dan boleh dikatakan
sebagai tiang penyangga hukum.pidana yaitu.asas legalitas (nullum delictum nula
poena sine praevia lege poenali). Asas itu termuat di dalam Pasall KUHP yang
dirumuskan demikian :*

a. Tiada suatu tindakan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan
dilakukan.

b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-
undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

c. Rumusan dari asas di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang
macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga
macamnya pidana yang diancamkan.

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana
umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum Ssebagaimana tercantum
dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-
undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi_pidana, atau tindak-tindak
pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP.

Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam RUU tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ketentuan mengenai pemidanaan
dirumuskan berbeda dengan KUHP sekarang. Jenis-jenis pidana yang diatur
dalam Pasal 10 huruf a KUHP menjelaskan pidana pokok terdiri atas pidana mati,

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Ketentuan ini

% Ibid, hal. 37



berbeda dengan jenis-jenis pidana yang diatur dalam RUU KUHP. Pasal 66 ayat
(1) RUU menetapkan “Pidana pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana
tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.”

Dibandingkan dengan KUHP, pidana-pengawasan merupakan salah satu
jenis pidana baru. RUU KUHP Tahun 2015 yang merupakan RUU Usul
Pemerintah, saat Ini sedang-dibahas '6leh ,DPR RI bersama-sama dengan
Pemerintah.” Pengajuan . RUU  tersebut merupakan.. upaya mewujudkan
pembaharuan-hukum nasional Negara Rl yang berdasarkan Pancasila dan UUD
Negara RI Tahun 1945. Dalam RUU pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan
pidana denda dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan
kemerdekaan jangka pendek (short prison sentence) yang akan dijatuhkan oleh
hakim. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP dinyatakan pertimbangan diaturnya
ketiga jenis pidana tersebut;,scbagai berikut: “sebab dengan pelaksanaan ketiga
jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa
bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan
kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta
secara aktif membantu terpidana.dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara
wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.” Dalam pembaharuan hukum
pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menjadi isu sentral di
dalam stelsel sanksi pidananya, di samping pidana pencabutan kemerdekaan yang
ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja.

Menurut Herman G. Moeller, hakekat dari fungsi penjara seringkali

mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya
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menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga,

berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya

secara produktif di dalam masyarakat.* Kritik terhadap pidana penjara juga

Cipinang pada tahun 1990, ditemukan bahwa 85 orang dari 100 narapidana yang

diteliti menyatakan, bahwa pidana penjara bukan sesuatu yang menakutkan,

* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1984,
hal. 77-78.

> Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.
193.



karena sebelum melakukan tindak pidana sudah mengetahui resiko dari
perbuatannya yaitu dijatuhi pidana penjara.®

Selain itu, penerapan sanksi pidana penjara menimbulkan dampak negatif
baik bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat.. Bagi yang terpidana,
penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-
orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian
nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana
penjara PBB merekomendasikan agar penjatuhan pidana penjara dikurangi.’

Alternatif pidana perampasan kemerdekaan (alternatives to imprisonment)
seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan), sejauh mungkin
diusahakan untuk menerapkan The Standard Minimum Rules for The Treatment
Of Prisoners (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB | tentang Pencegahan
Kejahatan dan PembinaansPara Pelaku pada ,tahun. 1955+dengan perubahan-
perubahannya, selalu berusaha untuk -mengembangkan alternatif pidana
perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar
lembaga (the institutionalization of corrections). Dalam KUHP, apabila hakim
menjatuhkan pidana penjara paling lama Satu tahun atau pidana kurungan, maka
hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan
adanya syarat khusus yang mungkin ditentukan. (Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Pasal 14 a).

® Victory Prawira Yan Lepa, “Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”,
Artikel Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Lex
Administratum, Vol. 11/No. 3/JulOkt/2014, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014, hal. 67.

’ Barda Nanawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana
Penjara, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1994, hal 45-47.



Hal itu dikenal dengan sebutan pidana bersyarat. Pidana bersyarat yaitu
tidak melaksanakan pidana penjara karena yang hanya dilaksanakan syarat-syarat
yaitu dalam waktu yang ditentukan terpidana tidak boleh melakukan tindak
pidana. Dengan demikian, terhadap terdakwa-telah ada penjatuhan pidana secara
pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan syarat, sehingga telah terjadi proses
stigmatisasi _terhadap pelakuqtindakpidana smelalui keputusan hakim yang
disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum. Stigmatisasi tersebut dapat
mendorong pelaku menjadi pesimis dalam menjalani masa depan kehidupannya
karena merasa hina dan terkucil dari lingkungan masyarakat, sehingga merasa
frustasi dan pada tahap selanjutnya akan berpotensi untuk melakukan
pengulangan tindak pidana lagi. Oleh karena' itu, pidana bersyarat sebagai
alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP masih kurang
memberikan pelindungan terhadap pelaku tindak. pidana.

Di samping Itu, pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok dan
hanya merupakan cara pelaksanaan pidana, sehingga hal ini tidak memberikan
dasar yang mantap bagi hakim dalam menerapkannya. Hal tersebut seperti
dikatakan oleh Barda Nawawi ‘Arief' bahwa ketentuan yang mengatur tentang
pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem
perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya
merupakan cara menjalankan (strafmodus) dan tidak mengenai pemilihan jenis

pidana (strafsoot).?

® Eyreine Tirza Priska Doodoh, Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan
Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Artikel Skripsi, Lex et Societatis, Vol. I/No.
2/Apr-Jun/2013, Jakarta, 2013, hal. 97.



Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut pidana. Sanksi pidana
merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan
hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan. Jenis-
jenis pidana menurut Pasal 10.KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga
pidana tambahan. Selain sanksi pidana yang terdapat da lam Pasal 10 KUHP,
terdapat juga. sistem penjatuhan’hukuman dain yaitu pidana bersyarat/pidana
percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu
sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan
dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan
dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah
pidana bersyarat.’

Pengaturan pidana bersyarat dan syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat
diatur dalam Pasal 14.a sampai dengan Pasal 14.f Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 14.a (1) KUHP menyatakan apabila hakim
menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk
kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat.memerintahkan pula bahwa
pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang
menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana
sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis
atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang

mungkin ditentukan dalam perintah itu.*

® Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hal. 193
10 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal. 271.



Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki
penjahat tanpa harus memasukkan ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita
bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering
membawa pengaruh buruk bagi.seorang terpidana, terutama bagi orang - orang
yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak
mempunyal kemampuan untukemenguasai /dirinya. Namun pada prakteknya,
pidana bersyarat dewasa ini tidak seperti di dalam teori, penjatuhan pidana
bersyarat masih minim penerapannya dilakukan oleh hakim di pengadilan yang
mana hakim lebth dominan menjatuhkan pidana penjara yang berjangka waktu
pendek dibandingkan dengan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat pada kasus
yang sama, padahal ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP menyatakan bahwa
hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat pada hukuman pidana penjara asal
lamanya tidak lebih dari satu_tahun. Berkaitan dengan ketentuan pidana pada
Pasal 14 d ayat (1,2 dan 3) KUHP, menurut teori pengawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu
seorang jaksa, hal ini sesuai sebagai mana yang dianut dalam sistem hukum acara
pidana di Indonesia yaitu Pasal.1 butir 6.huruf a KUHAP ditentukan bahwa,
“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang -undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap Jamingan yang tercantum dalam

perkara Nomoro 476/Pid.B.LH/2020/PN.Bls, dimana pelaku terbukti melanggar

1 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana
Kodifikasi, Jakarta :Grafika In donesia, 2012, hal. 71.
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Pasal 188 KUHP “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan
atau banjir jika karena perbuatannya itu timbul bahaya umum bagi barang, jika

karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena

V1B datang
Kelurahan

terdakwa

'a . y sawit yang terbakar. Tidak lama
kemudian datanglah saksi r Lurah bersama-sama dengan
kawan-kawan MPA (masyarakat peduli api) kelurahan Pergam langsung menuju
kelokasi tersebut. Sesampai disana para saksi melihat api sudah besar dan
membakar areal perkebunan sawit. Kemudian pak Lurah meminta diantarkan
mesin agar api bisa dipadamkan. Pada saat dilokasi kebakaran saksi Jarwoto
melihat anggota kepolisian bersama Pak Lurah Pergam dan perangkat kelurahan

lainnya berada dilokasi bersama terdakwa untuk menunjukkan dari arah mana
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terdakwa mulai membakar lahan milik saksi Mahasin. Lahan kelapa sawit yang

terbakar kurang lebih setengah hektar, dan kerugian yang dialami akibat

kebakaran tersebut kurang lebih sekitar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah )

pengawasan yang dilakukan terhadap terpidana pidana bersyarat sangatlah
penting, demi menjamin terpenuhi dan terlaksananya syarat-syarat yang
dibebankan kepada terpidana, baik itu syarat-syarat umum maupun syarat-syarat

khusus yang dijatuhkan oleh hakim agar terpidana mematuhi syarat-syarat yang

10



ditetapkan, karena bagaimanapun syarat-syarat tersebut merupakan serangkaian
dari pemidanaan yang dibebankan kepadanya.™

Dari uraian diatas Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP
belum dapat dilaksanakan secara efektif sebagai sarana.alternatif penerapan
pidana penjara. Oleh karena itu, dalam RUU KUHP diatur pidana pengawasan
(probation) yang telah banyak |dikembangkan di beberapa negara. Pidana
pengawasan diatur dalam RUU KUHP, Pasal 79-Pasal 81. Pidana pengawasan
merupakan alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek, yang menggantikan
pidana bersyarat dalam KUHP. Pidana pengawasan dijatuhkan kepada terdakwa
yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun..Dengan diaturnya pidana pengawasan, arah perkembangan tujuan
pemidanaan mengalami pergeseran dari diadakannya pemidanaan sebagai suatu
pembalasan terhadap pelaku;-herubah menjadi pelindungan individu pelaku tindak
pidana. Namun, pelaksanaan pidana pengawasan perlu memperhatikan
kepentingan korban agar tujuan pemidanaan untuk keadilan restoratif dapat
terwujud. Maka dari itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dalam bidang
karya ilmiah berbentuk Skripsi untuk menjawab permasalahan yang ada dengan
judul “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Di
Kejaksaan Negeri Bengkalis.”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab

dalam penelitian Skripsi ini adalah :

2 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung, PT Rafika
Aditama, 2009, hal. 12.
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1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di

Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis?

2. Bagaimanakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap

dalam hal mengangkat penelitian yang sama.
D. Tinjauan Pustaka

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan
sistem/kebijakan penegakan hukum nasional yang pada dasarnya juga merupakan
bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional, dikatakan demikian karena

pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti

12
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penegakan in abstracto maupun in concreto merupakan bagian dari keseluruhan

kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya

1
|13

menunjang pembangunan nasiona

sebagai sua i enegakan hukum

dan domi

melihat hu akan suatu siste lan peraturan,
dimana satu pera , _- an la 'dalam satu hierarki
dan memili

Penegaka _ , jan( : i nilai
substansial, di : : i an ialah nilai yang
sesuai dengan Pancz alsafah be : pakan nilai yang

dapat memelihara

terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-

kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai

13 Barda Nanawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan
Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 316-317.

4 Moh.Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty
Yogyakarta, 2009, hal. 1
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validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai
value).”

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan
juga tingkah lakusmanusia.Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya
hukum _tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak
yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.Janji dan kehendak tersebut,
misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap
seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.*®

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-
akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan _peyalahgunaan kekuasaan
dalam hukumoleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam
masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus
dikembalikan kepada masalah mentalitas para \pelaksanapenegakan hukum,
sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan
disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa.ini sudah jauh dari memadai,
bahkan bertentangan dengan péendapat dan rasa keadilan masyarakat kita."’

Tumpang tindih dalam peraturan ini memang menjadi masalah dalam
penerapan hukum dilapangan, seperti penghukuman kepada pengemis dan
gelandangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelma

menjadi sebuah aturan didalam pelanggaran ketertiban umum, ternyata dalam

> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme,
Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68.

'¢ satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Pubishing,
2009, hal. 7

" Ibid, hal. 69
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Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa itu bukan pelanggaran pidana,
tetapi negara menjamin kesehjahteraan bagi masyarakat miskin dan perlakuan

yang sama di depan hukum, di sinilah letak ketidakharmonisan hukum dalam

penerapann

keadilan.

untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses

perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain

8 R. Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan
Masyarakat, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16.
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kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan
primary goods (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).™

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial
dan mengatur perbedaan sosial.dan ekonomis-warga masyarakat agar tujuan dari
penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini
sebagai konsekuensi dari negara ‘hukum: / Tujuan hukum adalah mewujudkan
keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsi-
prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai
keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-
kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang
hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari
harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang
satu terhadap yang lain.?

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus
memperhatikan konsep-konsep kejujuran (fairness), persamaan (equality), tidak
memihak (impartiality), serta pemberian sanksi. dan hadiah yang patut
(appropriatereward and punishment). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan
(benevolence), kedermawanan (generosity), rasa terima kasih (gratitude) dan
perasaan kasihan (compassion).Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak

konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.**

19 Rena Yulia, Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan), Graha Ilmu, Yogyakarta,
2010, hal. 134

20 R. Abdussalam, Op.cit, hal. 17.

2! Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 18.
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Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan.Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung
jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus
mendalam dan mendasar pada-conscientia (nilai kebenaran; keadilan, kejujuran,
dan kasih sayang antar sesama).’*

Pengaruh sebelum terjadinya ‘peraturan,, ialah diperhitungkan keadaan-
keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu
pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu
dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati,
menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali
untuk diketahui‘bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.?

Dalam penegakan hukum (law enforcement) terdapat kehendak agar
hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum
dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu
secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk
membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (to-use the law to legitimate their
actions).?!

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan
ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat
perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas

manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi

22 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,
Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

2 Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, hal. 172.

2 Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9
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dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan
dan kesejahteraan.”

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan
adanya semacam«kontrak sosial.atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan
menjadi-suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai
norma, untuk menjadi pedoman hidup Bersama yang diiringi dengan terbentuknya
perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tanpak yang
kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang
harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.

Tertib hukum akan tergannggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran
hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena
kemampuannya dalam merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat
kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk idan semakin kompleks. Pada
gilirannya pertentangan kepentingan hidup dalam masyarakat dan akhirnya
muncul perlawanan terhadap hukum itu yang dapat menimbulkan masalah sosial.

Dengan melihat ketentuan diatas makadalam penerapan hukum di
Indonesia masih berpandangan. bahwa “hukum adalah undang-undang tanpa
memperhatikan gejolak masyarakat, sehingga tidak ada komitmen dan moralitas
untuk membangun hukum yang ideal berkeadilan disamping berkepastian yang
professional bukan transaksional, sehingga tujuan dari penerapan hukum tidak

tercapai dengan baik.

% Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2003, hal. 28.
26 Moh. Hatta, Op.cit, hal. 12
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Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai
ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai
tujuan negara.”’ Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah
tindih  menimbulkan. ~masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya
kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai
keadilan dalam masyarakat hanya menjadislogan. didalam penegakan hukum.

Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana
ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. Hukum
sebagai sesuatu yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jelas akan
banyak bergelut dengan sekian banyak dimensi dan faktor yang hidup di dalam
masyarakat.

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi
sosial, ekonomi dan: politik , masrakat.’® Cara berhukum=di Indonesia harus
dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat karena. Indonesia adalah negara yang. pluralistik, dengan
mensinergikannya dengan kepentingan nasional “yang dikenal istilah dengan
harmonisasi hukum. Hukum-adat. yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam
pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas
kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional.?®

Sesuai dengan namanya, maka pidana bersyarat adalah pidana yang

dijatuhkan dengan disertai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada dua

2" Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal.
37

%8 Eddi Wibowo, dkk, Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik
Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 8

2% Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 173-174.
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macam, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang tercantum dalam
Pasal 14c ayat 1 KUHP, yaitu bahwa terpidana dalam masa percobaan tidak akan

melakukan perbuatan pidana. Syarat tersebut adalah syarat yang selalu ada dalam

sifat yang pe S 1C arat-syarat yang
ditentukan.
Dari penc Ik _- -_ hwe dengan adanya

Syarat umu U, Ma atu pen d n‘memperbaiki diri

sendiri tidak terdapat did 53 ] apat terus minum-
minuman a selama masa
percobaan, m boleh dilakukan.
Bahkan ada ya arat dengan syarat
umum saja tidak pidana bersyarat adalah
terletak pada khususnya, k sus ini memungkinkan kepada

hakim untuk memaksa terpidana secara langsung memperbaiki dirinya sendiri.
Syarat khusus tersebut tercantum dalam Pasal 14c ayat 1 dan 2 KUHP

yaitu :

%0 J.E. Jonkers, Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht, jilid 2, Yayasan Badan Penerbit
Gajah Mada, Yokyakarta, 2007, hal. 104
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a. Bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari pada masa
percobaannya, harus mengganti segala atau sebahagian kerugian yang
ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

b. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana
kurungan atas salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492
KUHP. (mabuk melanggar ‘ketertiban, umum), Pasal 504 KUHP
(pengemisan), Pasal 505 KUHP (pergelandangan), Pasal 506 (menarik
keuntungan dari perbuatan cabul), dan Pasal 536 KUHP (mabuk dijalan
umum), maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai
kelakuan terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau
selama sebahagian dari masa percobaan dengan pembatasan bahwa syarat-
syarat mengenai kelakukan terpidana tidak boleh mengurangi
kemerdekaan berpolitik dari yang bersangkutan.

Jadi syarat khusus ini bukanlah merupakan pemberian pidana, sebab yang
dititik beratkan' bukan pemberian nestapa, tetapi tujuannya adalah untuk
pendidikan dan perbaikan diri sendiri. Di dalam menjalankan pidana bersyarat,
maka hakikat maupun ruang lingkup pidana.bersyarat yang akan mengendalikan
kegiatan terpidana bersyarat harus benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan.
Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat sebaiknya diberi turunan
keputusan hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis segala
pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat, khususnya mengenai
syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya

bilamana terjadinya pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka Muladi berpendapat : “Maka demi
keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat ini terpidana seharunya mempunyai

hak untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjelasan lebih lanjut tentang

Syarat : ap at tersebut

dianggap t

keberhasilan: pe ANas dana ‘ 1 sanaan pidana
bersyarat terset gal ha ) ';_ ngerti oleh terpidana
bersyarat arat-syar j tidal gkin dipenuhi oleh yang

bersangkut

berkaitan dengan keadaan masing-masing perkara yaitu :
1) Terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa
percobaannya harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang

ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.

®1 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2005, hal. 205
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2) Dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku

terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama

sebahagian dari masa percobaan.

ebut diatas diarahkan
“!\‘Q\“ .Qa :
emba .g annya  atau

bantuan kekeluargaan harus sesuai dengan kemampuan terpidana.
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E. Konsep Operasional
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan

hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.*

baan. Pidana
hakim yang
atau kondisi

1 KUHP yang

SSRAERSN

1 satu tahun atau

di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak

memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

%2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 132
% Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 182.
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F. Metode Penelitian
Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai

dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk

avae

dari sifatnya,
ang dimaksud

ematis tentang

tAmuaty

Sri Pamudji

penelitian yang

2. Obyek Penelitian
Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan dengan Pelaksanaan

Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat.

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, hal. 132.
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3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor

Kejaksaan Negeri Bengkalis. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan

Mengingat jumlah populasi hanya 3 orang, dan semua populasi dijadikan
responden dan pengambilan responden dilakukan dengan cara sensus.
5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118.
% Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Yokyakarta, 2007, hal. 22
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a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui

wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang

dibahas.

pengumpul de 8 data dengan

melakukan dialog 3 nya jawa ung kepada responden.

[a primer maupun
sarkan jenisnya

dari wawancara

’a ‘ an pendapat para ahli atau dengan

peraturan perundang-undang : ! .. yuridis dalam penelitian.
8. Metode Penarikan kesimpulan
Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode
deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap

hal-hal yang bersifat khusus.
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BAB I1

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana dan'RPengaturannya

dengan sengaja telah dilakukan ole g yang dapat dipertanggung jawabkan

atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.**

" Andi Hamzah, Op.cit, hal. 67

* Martiman Prodjomidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2007, hal. 17.

% Sudarto, Op.cit, hal. 10

%0 R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 35.

* PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
hal. 127
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Sedangkan menurut Lamintang, pembentuk Undang-Undang kita telah

menggunakan istilah starfbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal

sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan

Tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda,
yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang, penjabaran dari

kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:*

“2 |bid, hal. 181.
3 Ibid, hal.182.

29



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang

terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif terdiri dari:

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain
sebagainya;
4) Perasaan takut atau vress;

5) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad.
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3. Jenis-jenis Tindak Pidana
Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan

yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Adami Chazawi, membedakan

melainkan semata-mata pada perbuatannya.
Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah

pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan

akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.

* Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 9-13.
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Tindak pidana sengaja atau doleus delicten adalah tindak pidana yang
dalam rumusannnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur

kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau colpuse delicten adalah tindak pidana

adanya ge
(delicta o

dibebani ke

wAERATALY

)
@
%
=
=
&
_-‘13,\‘%
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=
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=
c
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=
=]
«Q
«Q
jsb)
c
>
e
2

melakukan

’Q ngkat saja disebut dengan
aflopende delicten. Dapat ‘ " | rbuatan pembunuhan, apabila
korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara
sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu

dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama.
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Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu belanda, disebut sebagai
voortdurende delicten.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

semua ti pida at dala ke um pidana

maksudnya i kannya suatu perbua pat berlaku bagi

masyarakat

berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan
dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342
tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.
h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan

penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari

33



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

orang yang berhak, Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat
dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan

terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak,

al hubungan tertentu

»
0 @o asa khusus

n, dirumuskan
secara leng rumusan suatu

tindak pid

ARENaAL

Tin

iperingan tidak

ainkan sekedar

G

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap
tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila
didasarkan pada pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka
jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang

sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus
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sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di

luar kodifikasi.

k. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

dengan 14f KUHP “ Apabila hak phkan pidana penjara paling lama satu
tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka
dalam putusan hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani,
kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,
disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa

percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena

5 Ibid, hal. 14-17.
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terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin
ditentukan dalam perintah itu”.

Peraturan pelaksanaan dari pidana bersyarat ini termuat dalam staatsblad

p

flan
L
)
|
g
| 2

2\ &
W .at
S ,

pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan pidana bersyarat. Pembuat Undang-
Undang sendiri tidak menentukan alasan apa yang harus dipakai hakim untuk
menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini oleh pembuat Undang-Undang diserahkan
sepenuhnya kepada hakim.

Alasan-alasan itu mungkin misalnya :

% R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia,
Bogor, 2004, hal. 63.
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a. Umur terdakwa yang masih muda
b. Bahwa terdakwa berasal dari keluarga yang baik-baik

c. Bahwa terdakwa adalah seorang yang tergolong berjasa terhadap

dorong oleh

Mengenai

a. Sistem

Inggris-Amerika, yaitu putusan tidak hanya menyatakan bahwa terdakwa
bersalah, tetapi juga telah menetapkan pidananya, hanya pelaksanaanya yang
ditiadakan dengan bersyarat.

Disamping itu diadakan pula syarat-syarat khusus yang harus ditaati

maupun pengawasan-pengawasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

" Ibidi, hal. 64.
8 Ibid, hal. 66.
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Indonesia menganut sistem campuran yaitu putusan hakim yang berupa pidana
tidak dijalani didalam lembaga permasyakatan dengan pengawasan oleh pihak

Kejaksaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat diberi

pembatasan-pe

apat juga dijatuhkan
ai berikut :
denda itu atau

itu  menimbulkan

hukum yang berhubungan dengan penghasilan Negara.

Masa menjalani percobaan mempunyai jangka waktu tertentu bagi
terpidana untuk memenuhi syarat-syarat yang diperintahkan. Jangka waktu ini
selama-lamanya tiga tahun untuk kejahatan dan pelanggaran tertentu yang diatur

dalam Pasal 492, 504, 505,506 dan 536 KUHP serta dua tahun untuk pelanggaran

lainnya. Masa percobaan ini mulai berlaku setelah putusan hakim mempunyai
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kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana oleh Jaksa

yang menjalankan putusan hakim tersebut, sedangkan selama terpidana dalam

tahanan sementara tidak diperhitungkan.

minuman keras asal tidak melanggar Undang-Undang pidana selama masa
percobaan, maka perintah untuk menjalankan pidana tidak boleh dilakukan.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa putusan pidana bersyarat dengan syarat

umum saja tidak mempunyai arti.

# J.E. Jonkers, Op.cit, hal. 104
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Sifat posistif pada pidana bersyarat adalah terletak pada khususnya, karena
dengan syarat khusus ini memungkinkan kepada hakim untuk memaksa terpidana

secara langsung memperbaiki dirinya sendiri.

an atau pidana

alam Pasal 492

AkAENy

504 KUHP

| 506 (menarik

3 UL Y

> (mabuk dijalan

Syarat mengenai

kemerdekaan berpolitik dari yang bersangkutan.

Jadi syarat khusus ini bukanlah merupakan pemberian pidana, sebab yang
dititik beratkan bukan pemberian nestapa, tetapi tujuannya adalah untuk
pendidikan dan perbaikan diri sendiri.

Di dalam menjalankan pidana bersyarat, maka hakikat maupun ruang

lingkup pidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan terpidana bersyarat
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harus benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini,

maka terpidana bersyarat sebaiknya diberi turunan keputusan hakim dan diberi

penjelasan baik secara lisan atau tertulis segala pengertian yang bersangkutan

at . “Maka demi
keberhasila ya mempunyai
hak untuk lanjut tentang

pidana be

2 G E

dibebankan

L GOEY

bersangkutan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan perangkat

pedoman pengenaan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Merupakan syarat umum dari pidana bersyarat bahwa terpidana bersyarat

tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan.

% Muladi, Op.cit, hal. 205
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Disamping itu pengadilan dapat membebankan syarat-syarat khusus yang
berkaitan dengan keadaan masing-masing perkara yaitu :

3) Terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa

dalam rangka

kaannya atau

9) Menjalani pembinaan kesehatan baik phisik maupun psikis
10) Memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan atau melakukan
perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak

pidana yang dilakukan.

. Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan

bantuan kekeluargaan harus sesuai dengan kemampuan terpidana.
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Tentang pengawasan dalam pelaksanaan pidana bersyarat ada dua macam,

yaitu pengawasan khusus dan pengawasan umum. Pengawasan umum dilakukan

oleh pejabat yang bertugas melaksanakan eksekusi putusan hakim yang dalam hal

lebih dulu

tujuan pem

Pidana adals

maka dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu yang tidak
begitu berat, pemerintah tidak mutlak harus mengambil tindakan yang bersifat
pidana. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengambil tindakan misalnya berupa
pengawasan terhadap tindak tanduk dari pelanggar hukum tersebut atau
menyerahkannya kepada suatu lembaga sosial untuk menampung orang-orang

yang perlu dididik menjadi anggota masyarakat yang berguna.
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Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa pemidanaan sifatnya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan gabungan antara

tindakan sosial yang diharapkan dapat menimbulkan hasil yang bermanfaat serta

pidana ber kepada pelaku

tindak pid t. Akan tetap
sangat disa pun anggapan

masyarakat t hukuman yang

adalah adanya kesan bahwa pidana bersyarat merupakan kemurahan hati,
pemberian ampun, atau pembebasan. Oleh karena itu didalam mencari sebab
musabab kejahatan dari pelaku tindak pidana serta usaha-usaha untuk
menanggulangi, maka peranan pengawasan dalam rangka pembinaan diluar
lembaga adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk mengatasi masalah

ini.
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Pada saat ini dapat dikatakan penerapan pidana bersyarat di Indonesia ini
diarahkan pada tujuan-tujuan sebagai berikut :

a. Pidana bersyarat diharapkan dapat meningkatkan persepsi masyarakat

c. -kerugian dari
rhadap mereka

d midanaan yang
ahan (umum dan

a bersyarat juga

memberikan manfa pidana itu sendiri dan

a. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk
memperbaiki dirinya sendiri dimasyarakat. Dalam rangka pemberian
kesempatan ini, persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental
dari terpidana.

b. Pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-

kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-

45



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya melakukan tugas pekerjaannya

dan melaksanakan kewajiban didalam keluarga.

c. Pidana bersyarat akan mencegah terjadinya dampak negatif dari yang

1. Sejarah
Kejaksaan Negeri Bengkalis terbentuk pada tahun 1957 yang beralamat di
Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis,
Kejaksaan Negeri Bengkalis merupakan suatu lembaga pemerintah yang berfungsi
melakukan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan dalam wilayah hukum

kabupaten Bengkalis baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi
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serta perkara perdata dan Tata Usaha Negara dengan kata lain Jaksa Pengacara
Negara, Kejaksaan Negeri Bengkalis dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan
Negeri (Kajari) dan dibawahnya terdapat Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis
(Kacabjari) yang.terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kota Selat Panjang.
Kejaksaan Negeri Bengkalis mempunyai kedudukan penting dalam hal
penuntutan, penyelidikan, penyidikan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan
R.l. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam
bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.
Kejaksaan sebagal pengendali proses perkara, mempunyai Kedudukan sentral
dalam penegakan hukum, karena hanya institusi - Kejaksaan yang dapat
menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak
berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di samping sebagai penyandang, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya
instansi pelaksana putusan pidana Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang
baru ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.1. juga telah
mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan.sebagaimana ditentukan dalam Pasal
30, yaitu :

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
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c. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang Melengkapi berkas perkara tertentu

dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum

nengadi

...:&\ ‘:!h&\"‘% d )

pelaksanaannya
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g. Melakukan penuntutan

2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bengkalis
1) Visi Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang
melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi
Hak Azazi Manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

2) Misi
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a. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan

hukum.

b. Optimalisasi pemberantasan korupsi kolusi nepotisme dan

Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun terhadap
sesame manusia. Hal ini diartikan juga jujur terhadap tugas, yakni bahwa
setiap warga Kejaksaan apa pun pangkat atau jabatan yang dimiliki, wajib
menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tidak
berhianat. Kesemuanya itu mencerminkan sikap berpegang teguh pada

kebenaran dan keadilan yang dibuktikan dengan menjauhkan diri dari noda
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atau hal-hal lain yang dapat merugikan keberhasilan tugas-tugas
kejaksaan. Adhy, adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur

utama pada kepemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha

a. Bidang Pembinaan
Bidang pembinaan secara umum berfungsi pada bagian kepegawaian
guna mengatur, serta penertiban administrasi kepegawaian dan
melakukan pembenahan terhadap Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

b. Bidang Intelijen
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Bidang inteligen berfungsi melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan

terhadap suatu perkara tindak pidana tertentu seperti melakukan

penyelidikan terhadap penyelewengan keuangan negara (korupsi) di

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus
dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama

negara atau pemerintah.
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f. Bidang Pemeriksa
Di bidang pemeriksa Kejaksaan memiliki fungsi melakukan pengawasan

dan memeriksa jika terjadi pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap

Pemeriksa
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BAB IlI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

putusan ; tusan akhir
memiliki AU Prose serta [ 8. Sedangkan mengenai

perbedaan : g anaannya dimana

seperti yan ka atas ba an pemidanaan

bersyarat i ke jalani nan alik terali besi seperti pada

ayat (2) KUHP) yang berbunyi “masa percobaan dimulai pada saat putusan telah

menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang

ditentukan dalam undang-undang”.**

*! Muh. Anwar H.A.K, Hukum Pidana Bagian Khusus (Kutif Buku I jilid 11), Bandung : alumni
Bandung, 2016, hal. 102-103.
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Dalam pelaksanaan eksekusi, terpidana tetap memiliki kebebasan untuk
tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada pembatasan-
pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara. Terpidana dalam melaksanakan
hukumannya pada-dasarnya hanya melakukan-hal-hal yang tercantum dalam amar
putusan-yang baik dan bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun
syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Jika selama waktu ditentukan terpidana
melaksanakan putusan dengan baik dan selalu berkelakuan baik, maka setelah
masa hukumannya habis, terpidana akan bebas dengan sendirinya. Dalam
pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa
sebagai eksekutor yang telah diatur dalam SEMA No.7/1985. Selain sebagai
eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi- dan mengamati
pelaksanan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat
dimana pengawasan dan jpengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus
dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan suatu
bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan
suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang
lebih baik.

Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia itu mempunyai sifat dan
watak kehendak dan kebutuhan yang berbeda-beda dengan bertujuan untuk
mempertahankan kehidupannya dan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik,
sehingga tidak jarang dalam pemenuhan kehendak dan kebutuhan tersebut
seringkali berlainan bahkan ada yang bertentangan dengan kehendak dan

kebutuhan orang lain. Hal ini seringkali dapat menyebabkan pertikaian dan dapat
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menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan diantara mereka sehingga dapat
mengganggu keserasian dan keseimbangan hidup bersama didalam masyarakat.
Untuk dapat mencegah terjadinya pertikaian yang dapat menimbulkan
perselisinan dan juga agar dapat.menyelesaikan perselisihan.tersebut, maka harus
diperhatikan kaedah dan norma ataupun aturan-aturan hidup tertentu yang ada dan
berkembang dalam masyarakat:

Pada hakikatnya setiap warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat
kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin
kepastian hukum untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, tenteram dan
damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya
masih saja terjadi benturan-benturan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut
baik diantara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain,
juga bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat suatu-masyarakat tertentu,
juga bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat dalam lingkup yang lebih
luas. Disinilah "pentingnya adanya hukum yang menjelma dalam peraturan
perundang-undangan dan juga hukum yang hidup.dan berkembang didalam
masyarakat tersebut. Adanya hukum. itu.diusahakan sedikit mungkin terjadi
benturan-benturan antara  kepentingan-kepentingan tersebut yang dapat
menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, yaitu karena adanya
perbuatan anggota masyarakat yang berlawanan dengan hukum baik yang
disengaja maupun yang tidak disengaja.

Benturan-benturan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum itu

dapat terjadi, dan tindakan mempertahankan hak menurut hukumpun bisa

95



dilakukan manakala terdapat kepentingan yang dirugikan oleh orang lain atau
pihak lain baik itu perseorangan, kelompok, maupun masyarakat luas dan bahkan
Negara dan perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Soedarto_.mengartikan...pidana__adalah = “Penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu”.>> Pidana adalahipérbéfians sanksi kepada setiap orang yang
melanggar hukum pidana. Salah satu tujuan diberlakukannya pidana tersebut
adalah untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum  pidana tersebut.
Mengenai hal tersebut, pidana dengan bersyarat yang dalam pelaksanaanya
disebut juga dengan pidana percobaan, adalah sistem penjatuhan pidana oleh
hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-Syarat tertentu. Artinya,
Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak perlu dijalankan pada terpidana
selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan
apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Zulkarnain (pelaku) tentang,
apakah tindak pidana yang bapak lakukan sehingga dia dijatuhi hukuman pidana
bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, dari hasil wawancara
tersebut diperoleh keterangan bahwa dirinya tidak sengaja membakar lahan dan
pelaku tidak mengetahui bahwa ternyata api sudah membesar dan membakar
tanaman kelapa sawit milik tetangga.”®

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulkarnain (pelaku),

tentang apakah sebenarnya yang bapak lakukan, sehingga bapak dikenakan sanksi

°2 Sudarto, Op.cit, hal. 7
%3 Hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana menyebabkan kebakaran pada tanggal 27
Oktober 2020
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pidana? dari hasil wawancara tersebut menjelaskan pada hari Selasa tanggal 03
Maret 2020, saya datang ke kebun yang terletak di Jalan Merdeka Simpang Salak
Kelurahan Pergam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Kemudian saya
membersihkan kebun tersebut.dengan cara.mengumpulkan tunggul pakis dan
membakarnya, tanpa saya sadari api menjalar diatas lahan tersebut terdapat
tanaman sawit sebanyak kurang: lebih 68/ (enam puluh delapan) batang sawit
dengan usia sawit 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun dan sudah menghasilkan, 15
(lima belas) batang sawit yang terbakar. Kemudian pak Lurah meminta diantarkan
mesin agar api bisa dipadamkan.**

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan
mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana
dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan
apabila ada pengaduan dari~pihak yang dirugikan hal ini diatur dalam Bab VII
Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali
pengaduan dalam hal tindakan kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.
Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak
dilakukan penuntutan karena menyangkut.kepentingan korban, untuk itu dalam
perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam
Pasal 75 KUHP.

Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangankan dengan melihat
dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap

dilanjutkan, diadakanya delik aduan tersebut untuk melindungi pihak yang

> Hasil wawancara penulis dengan Pelaku Tindak Pidana menyebabkan kebakaran pada tanggal
27 Oktober 2020
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dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan unutk
menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Delik aduan hanya terjadi apabila ada pengaduan atau pemberitahuan dari

h meja-ranjang
) KUHP);

diadukan isteri

UHP); dan lain-

berdasarkan wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut, di Kejaksaan Negeri
Bengkalis tentang, apakah alasan dari penjatuhan pidana bersyarat yang
dijatuhkan kepada terdakwa?, menurut beliau bahwa penggunaan pidana bersyarat
sebagai alternatif/ cara lain dari pidana penjara pendek merupakan salah satu

usaha untuk menghindari akibat negatif dari pidana penjara. Telah disadari ada

*® http://www.syamsul-rijal.co.cc/2010/11/delik-aduan.html, diakses tanggal 19 Oktober 2020
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kenyataan bahwa pidana penjara bukan saran yang efektif sebagai sarana
penanggulangan kejahatan.*®

Menurut penulis bahwa pidana penjara justru berpotensi menimbulkan
kerugian baik bagi terpidana.maupun bagi-masyarakat...Banyak usaha yang
dilakukan untuk merubah fungsi penjara agar menjadi tempat untuk. membantu
terpidana mempelajari secara- lebih: baik 'penyesuaian diri terhadap harapan-
harapan masyarakat.

Pidana penjara, pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan
dolus yaitu kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, karena pada masa itu,
ketika membahas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak ada
kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara
juga ditentukan sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-
kejahatan culpoos yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan.

Saat ini pidana penjara sedang mengalami masa krisis karena termasuk
pidana yang kurang disukai. Banyak kritik tajam yang tujukan terhadap jenis
pidana perampasan kemerdekaan ini baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun
dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang.menyertai atau berhubungan dengan
dirampasnya kemerdekaan seseorang.”’ Dalam menentukan pidana penjara
menurut Van Bemmelen, yakni hukuman pidana penjara seumur hidup, atau untuk
sementara, maksimum pidana penjara lima belas tahun, tetapi bilamana berlaku
pidana berencana terancam dengan hukuman pidana seumur hidup, tentang

perbarengan, residivis, kejahatan jabatan, maka maksimumnya adalah dua puluh

*® Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irvan Rahmadani Prayogo SH Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2020
> Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 193.
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tahun, sedangkan minimum pidana penjara dan tahanan adalah satu hari. Jadi
hakim diberi kebebasan dalam menentukan jangka waktu dari pidana, dengan
memilih antara minimum satu hari sebagaimana yang diancamkan oleh Undang-
Undang terhadap.delik tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, di dalam pembaharuan hukum
pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menempati posisi sentral
di dalam stelsel sanksi™ pidananya, disamping pidana pencabutan kemerdekaan
yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Ditinjau dari segi filosofis,
bahwa tujuan penjara, adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan
kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Hakekat dan fungsi penjara,
seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya
menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga
pemasyarakatan, ‘ketidakmampuan narapidana 1 tersebut suntuk melanjutkan
kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

Pidana penjara diancamkan terhadap semua tindak pidana, baik berupa
kejahatan maupun pelanggaran yang selama ini diancam dengan pidana penjara
atau pidana kurungan. Kemungkinan pertama ini mengandung konsekuensi, akan
demikian banyaknya delik yang diancam dengan pidana penjara.

Pendekatan dalam merekonstruksi lamanya ancaman pidana penjara :

a. Pendekatan tradisional dengan sistem indefinite atau sistem maksimum

khusus untuk tiap tindak pidana

Bhttp://bakhri-drsyaifulbakhrishmh.blogspot.com/2009/11/bab-iii-pidana-penjara-dalam.html,
diakses tanggal 19 Oktober 2020
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b. Pendekatan imajinatif atau pendekatan relatif yaitu dengan melakukan
penyerhanaan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan

sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak

C. sidana yang
dijatuhkan

Masalah m
a namun perlu

orang akan bersifat apatis dan sinis terhadap ancaman maksimal yang
ditetapkan. Oleh karena itu perlu dikembangkan pola maksimum pidana
yang lebih realitas dengan memperhatikan kewajaran menurut praktik,
kewajaran menurut pandangan atau kebutuhan masyarakat dan menurut

kebutuhan pembinaan terpidana itu sendiri.

% Barda Nawawi, Op.Cit, hal. 189.
% Ibid, hal. 190.
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b. Batasan tujuh tahun keatas dapat digunakan sebagai ukuran maksimum
khusus yang cukup tinggi dan penetapan maksimum khusus yang cukup

tinggi ini hendaknya sangat dibatasi

LTy

pen

o

an,
&
&

masalah pidana penjara pendek ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa
dengan ditetapkan minimal pidana penjara satu hari menurut konsep berarti diberi
kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara pendek terhadap

semua jenis tindak pidana.®?

®1 Ibid, hal. 190.
%2 |pid, hal. 201.
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Namun penggunaan pidana penjara pendek ini dalam konsep buku | juga
ingin dibatasi dengan memberikan kemungkinan atau alternatif kepada hakim
untuk menjatuhkan pidana denda. Kemungkinan yang diberikan dalam hal ini
tindak pidana yang bersangkutan diancam..dengan pidana.penjara maksimal 7
tahun atau kurang, dalam hal ini hakim bermaksud menjatuhkan pidana penjara
tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Dampak negatif pidana penjara dikhawatirkan akan ditimbulkan pula oleh
pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara seperti ini akan sangat merugikan
dilihat dari sudut pandang politik kriminal. Oleh karena itu disamping
kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, pidana
penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan
rehabilitasi narapidana disalah satu pihak dan dipihak lain, bahkan menimbulkan
apa yang disebut “‘stigma” atau cap jahat.63

Muladi, dengan mengutip pendapat Andenaes mengatakan disamping
adanya keuntungan-keuntungan terdapat pembatasan-pembatasan yang nyata
pidana penjara jangka pendek tidak menunjang secara efektif fungsi penjara,
karena menjadikan terpidana tidak“.mampu (incapaciative function) dalam
fungsinya sebagai sarana pencegah umum (general deterrence) jelas lebih kurang
apabila dibandingkan dengan pidana penjara yang lebih lama. Sedangkan Sudarto
berpendapat bahwa sudah jelas dalam konsep dianut filsafat pembinaan dalam
pemidanaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya adalah tidak dikehendaki

pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang tidak mungkin

%% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 80.
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dilakukan pembinaan dengan hasil baik apabila masa pembinaannya terlampau

singkat.®*

Tentang pidana penjara jangka pendek oleh Schaffmeister menyatakan

diupayaka

dan hakim
dan keingi

mengurangi  penggu Dal 0 kan untuk tetap

pertimbangan terlalu banyak

diketahui.®®

dasar pertimbangan hukum dari pidana dan bobot pidana yang dijatuhkan dalam
suatu kasus tertentu didalam vonisnya. Namun demikian, tidak seorang pun hanya
berdasarkan motivasi/ dasar pertimbangan penjatuhan pidana seperti yang muncul

dalam praktek, dapat mendalami serta mengungkapkan pendapat ataupun

6 Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 43
% Schaffmeister Keijner dan Sutorius, (diterjemahkan oleh Sahetapy), Hukum Pidana, Liberty,
Yokyakarta, 1995, hal. 47
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penilaian hakim atas penggunaan pidana badan singkat, pidana denda ataupun
pidana alternatif pidana lainnya.

Disisi lain adanya teori-teori tujuan pemidanaan berpengaruh dalam cara

1. ja : ( ] ap suatu aturan

4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.®’

Secara yuridis seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi
pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang bisa dibenarkan namun

juga harus dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut,

misalnya dipandang dari kuantitas maupun kualitas perbuatan pidana yang

% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 15.
¢ Muladi, Op.Cit, hal. 23
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dilakukan. Dalam kaitan ini ada beberapa tipe pelanggar hukum antara lain:
pelanggar hukum situasional, pelanggar hukum yang lalai, pelanggar hukum yang
tidak sengaja melakukan pelanggaran, pelanggar hukum yang sakit dan pelanggar
hukum berulang atau residivis:>®

Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan Jamingan dipersidangan yang
menyatakan bahwa ia tidak tahukalau-api-menyebar dengan cepat dan membakar
beberapa tanaman sawit sebanyak kurang lebih 68 (enam puluh delapan) batang
sawit dengan usia sawit 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun dan sudah menghasilkan,
15 (lima belas) batang sawit yang terbakar milik Mahasin tersebut.®’

Dalam upaya ini maka diperlukan hukum sebagai media, hukum yang
adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum
adalah perintah. Setiap pelaku kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa
yang telah diperbuatnya, ~karena fungsi hukum adalah~untuk melindungi
kepentingan umum.” Diharapkan dengan begitu masyarakat tidak merasa cemas
dan bisa menerima pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat dan dapat
berintegrasi kembali karena manusia merupakan makhluk sosial.

Berkaitan dengan 1tu bahwa masyarakat seharusnya mulai merubah
persepsi terhadap narapidana, bahwa setiap narapidana adalah manusia biasa yang
tak luput dari salah, oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat untuk bisa
menerima narapidana agar kelak tidak mengulangi tindak pidana. Karena suatu

kejahatan memiliki hubungan erat antara struktur masyarakat dengan

% E. Sumaryono, Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 142

% putusan Perkara Nomor 476/Pid/B/2020/PN/Bls

" Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Refika Aditama, Bandung, 2007,
hal. 33.
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penyimpangan tingkah laku individu. Hal itu tentu menjadi catatan tersendiri
bahwa tidak menutup kemungkinan terpidana yang telah divonis bersalah

kemudian menjalankan hukumannya setelah bebas mengulangi kembali

k rasional

indari dari

1. Azas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-
Undang dan tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada
penuntutan tanpa Undang-Undang.

2. Azas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk

tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan
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3. Azas pengimbalan (pembahasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana
secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil

yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan

gsia, pidana
makin o a i suatu cara
sehingga 2 mem ar isasi arf pelaku tindak
pidana.

Sesuai_d 1 perkemba S » ebagai pengganti
sistem kepenjaraan di Ind _- -_ i 2 an dunia sejak 27
April 1964 YRjieilenganiSiSiam perlakuah/ pembifies gat hukum didalam/

diluar lembaga pemasyarake a-mata perupakan

Pidana bersyarat tersebut bukan pidana pokok sebagaimana pada pidana
pokok lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana sebagaimana pidana
yang tidak bersyarat seperti tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan

Negeri Bengkalis tentang, apakah syarat dalam penjatuhan sanksi pidana bersyarat

™ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 26-27.
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terhadap si terdakwa ? menurut beliau hal tersebut sesuai dengan Pasal 14a KUHP
dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

yang dijatuhi hukuman tetapi hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali
dikemudian hari ternyata si terhukum sebelum habis masa percobaan berbuat
melanggar persyaratan umum (perjanjian). Jadi putusan penjatuhan pidana penjara

tetap ada, hanya pelaksanaannya ditangguhkan.

"2 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irvan Rahmadani Prayogo SH Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2020
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Maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah semacam memberi
kesempatan kepada siterhukum yang bersangkutan supaya selepas masa
percobaan ini memperbaiki diri dengan tidak melakukan perbuatan pelanggaran
hukum lagi dan_tidak melanggar. perjanjian.yang diberikan.padanya oleh hakim
dengan_harapan jika berhasil, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya tidak
usah dijalani selama-lamanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku, apakah Bapak
mengerti dengan maksud diberikannya pidana bersyarat ? menurut beliau bahwa
pemberian pidana bersyarat yang diterapkan kepadanya memiliki tujuan yang baik
agar pelaku tidak perlu masuk penjara dan terkesan tidak sebagai terpidana.”

Menurut hemat penulis pemberian pidana bersyarat terhadap terpidana
memang untuk tujuan yang baik agar terpidana dapat belajar dari kesalahannya,
akan tetapi dalam prakieknya, sangat disayangkan kebanyakan dari terpidana tidak
mengerti arti dari pidana bersyarat tersebut dan kebanyakan para terpidana
memandang keliru dan menganggap sebagai putusan bebas.

Didalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum
bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Hakim menetapkan
syarat-syarat khusus. Pasal 14c ini terdiri dari tiga ayat :

1. Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa terpidana dalam waktu pendek dari
masa percobaannya harus mengganti seluruh sebahagian kerugian yang

ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Jadi semacam ganti rugi.

”® Hasil wawancara penulis dengan Pelaku Tindak Pidana menyebabkan kebakaran pada tanggal
27 Oktober 2020
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2. Dalam ayat (2) hakim dapat menetapkan syarat khusus lainnya mengenai

tingkah laku terpidana yang bersangkutan yang harus dipenuhi selama

masa percobaan.

yang berart mbaga dikan lain da Wai | newa tersebut untuk
mengawasi terpidana yang bersangkutan yang berada ¢ negeri  dan mereka
wajib mela : ara ad: nbingan pengawasannya

harus segera

pada yang sudah diwajibkan, atau boleh menambah lamanya masa percobaan itu
sekali lagi. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua masa yang terlama yang
dapat ditentukan untuk masa percobaan. Tetapi bila syarat umum dan khusus
tersebut tidak dipenuhi maka berdasarkan Pasal 14f (1) hakim atas usul “pejabat

yang berwenang”menyuruh menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya
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pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan
peringatan pada terpidana yang bersangkutan.

Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk

bahwa untuk
I syarat-syarat
khusus, ha badan hukum/

pimpinan suat a penampung ej h' | ‘ ng didalam wetboek

van Strafre / S . ,ﬁ dalam peraturan

Pergantian pengawas yang ditetapkan hakim yang telah memutus atas usul
Jaksa/pengawas/atas permintaan terpidana yang bersangkutan.
Perubahan perjanjian dapat berupa ganti rugi, perpanjangan pengurangan
masa percobaan dengan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim.

Penggantian pengawas dapat terjadi bila dipandang kurang cocok bagi terpidana
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atas kepindahan pengawas yang bersangkutan, hal ini tanpa sidang di Pengadilan
Negeri lagi.

Pasal 14f terdiri atas 2 syarat : Ayat 1 menjelaskan bahwa yang dapat

ak pidana yang
mulai berlaku.
pidana dengan

ah berbuat tindak

dalam penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat dalam induk hukum pidana

Indonesia yang sampai sekarang masih berlaku sebagai hukum positif.
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B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana
Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis

Mengenai penjatuhan sanksi pidana bersyarat dalam tindak pidana
penghinaan ini apabila pelaksanaan pembinaan danpengawasan pidana bersyarat
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat bermanfaat bagi terpidana
maupun orang lain. Penjatuhan sanksi pidana bukan hanya untuk melindungi
masyarakat, tetapi harus'pula membina si pelanggar-hukum. Dalam hal ini hakim
dapat dituntut untuk dapat mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa
keadilan, baik bagi masyarakat maupun terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan
pidana harus mempertimbangkan antara lain hal-hal yang meliputi kepribadian
terdakwa, umur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut.

Penggunaan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang
tidak bersifat jahat, akan menunjang pelaksanaan hukum pidana yang
berprikemanusiaan dan dapat . mengurangl “penerapan -pidana perampasan
kemerdekaan. Sanksi pidana bersyarat tidak berguna bagi yang benar-benar
bersifat jahat. Tidak hanya standar pelaksanaan pidana bersyarat di Indonesia
merupakan hambatan ‘utama terhadap suatu pendayagunaan sanksi pidana
bersyarat. Muladi berpendapat bahwa pidana bersyarat sebagai salah satu
alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara mempunyai
keunggulan-keunggulan tersendiri dibanding pidana perampasan kemerdekaan

atau pidana penjara, dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan
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didalam masyarakat, sehingga kerugian-kerugian yang mungkin terjadi akibat

penerapan pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara dapat dihindari.”

Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk

rasa keadilan bagi masyarakat. Muladi berpendapat bahwa di pelbagai negara di
dunia, termasuk Indonesia harus diusahakan untuk mencari alternatif pidana

perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang

™ Muladi, Op.cit, hal. 205
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bersifat non institusional dalam bentuk pidana bersyarat (Voorwaardelijke
Veroodeling )«.”

Pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana
tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan-cara penerapan pidana yang dalam
pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan di luar penjara. Menjatuhkan pidana
bersyarat bukan berarti membebaskan:terpidana, secara fisik terpidana memang
bebas dalam arti tidak diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau
lembaga pemasyarakatan, akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana
karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu
tidak perlu dijalani. Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah
melanggar. Sebelum menjatuhkan putusan hakim pengadilan° wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat.
Dalam mempertimbangkan-berat dan ringannya pidana,hakim wajib pula
mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Demikian halnya dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus didasarkan
atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan.cermat. Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana bersyarat;. kecualiw.dari pemeriksaan ia memperoleh
keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang tepat selama terpidana berada
diluar penjara atau selama terpidana masih harus memenuhi syarat khusus yang

ditetapkan oleh putusan pengadilan. Pembinaan dan pengawasan bagi terpidana

bersyarat dilaksanakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, dalam pelaksanaan

® |bid, hal. 218

76



dibantu oleh instansi-instansi terkait yang mendukung keberhasilan tujuan
pemidanan bersyarat.

Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara pendek
merupakan salah.satu usaha untuk menghindari akibat-akibat negatif dari pidana
penjarabuka sarana yang efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan.
Pidana penjara justru berpotensiiimenimbulkan kerugian baik bagi terpidana
maupun bagi masyarakat. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk merubah
fungsi penjara agar menjadi tempat untuk membantu narapidana mempelajari
secara lebih baik penyesuaian diri terhadap harapan-harapan masyarakat.

Pembahasan tentang sejaunh mana pidana bersyarat telah difungsikan
sebagai alternatif pidana penjara pendek dalam praktek pengadilan, perlu
dikemukakan lebih dahulu tentang peraturan menjadi dasar praktek pengadilan.
Hal ini dipandang perlu guna;mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pidana
bersyarat dapat difungsikan dalam prakiek pengadilan.

Pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan merupakan suatu usaha
pembinaan pelanggar hukum yang sangat positif, ditinjau dari segi pelaku tindak
pidana yang bersangkutan, masyarakat.dan.pemerintah khususnya sebagai sarana
pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Namun demikian pelaksanaannya
banyak faktor yang menghambat tujuan tersebut, yaitu untuk menghindari
terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan membantu terpidana agar belajar
hidup didalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Berbagai faktor yang

dirasakan sebagai hambatan antara lain adalah :"

’® Ibid, hal. 58
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1. Sistem Pengawasan dan Pembinaan
Dalam Pelaksanaan pengawasan terdapat dua macam Yyaitu pengawasan

umum dan pengawasan khusus

disertai  syarat-syarat khusus.

Pengawasan khusus ini sifatnya fakultatif yang didalam KUHAP tidak disebut
secara rinci tetapi dalam bentuk memberi pertolongan dan bantuan terhadap
terpidana dalam memenuhi syarat khusus. Kiranya hal ini dengan maksud untuk
mencegah resiko diadakan pengawasan yang bukan-bukan. Padahal pembinaan
yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan lebih intensif dari pada yang

diberikan Jaksa, tidak hanya lapor diri tetapi dengan kunjungan rumah, pemberian
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keterampilan, pengarahan keluarga, bimbingan mental dan spiritual dan

menggunakan sarana yang ada pada masyarakat.”’

Sebagaimana diatur didalam Pasal 280 (4) KUHAP hakim pengawas dan

2. Faktor Perundang-Undangan
Belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana
bersyarat yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak dicapai dan ukuran dalam
menjatuhkan pidana bersyarat.”

3. Teknik Administrasi

" Ibid, hal. 59
'8 Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 196
™ Ibid, hal. 197
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Dalam pelaksanaan pembinaan terpidana banyak hambatan antara lain :

a. Terpidana yang akan dibina sering tidak berada dirumah

(ep

. Terpidana berdomisili jauh dipelosok yang sulit dijangkau

8 Ibid., him. 198
& Ipid.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

idana Bersyarat
8 yuridis berupa

dalam KUHP,

maupun kendala sarana da

B. Saran
Sebagai saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan kesimpulan
di atas adalah sebagai berikut:
1. Kepada Jaksa agar dapat melakukan pengawasan secara benar kepada

siterpidana agar siterpidana benar-benar mendapat bimbingan secara
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khusus karena mengingat ekses negatif dari penerapan pidana adalah

perampasan kemerdekaan terutama pidana penjara pendek, maka pidana

bersyarat perlu difungsikan sebagai alternatif pengenaan pidana penjara
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